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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc213082022]Latar Belakang
Perpajakan merupakan aspek terpenting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pajak merupakan sumber pemasukkan pendapatan negara yang terpenting dan berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan negara (Mardiasmo 2018). Pajak sebagai salah satu instrumen untuk memastikan bahwa program untuk membangun negara dapat dilaksanakan. Dikarenakan saat ini Indonesia sedang di masa Pembangunan negara, agar dapat berjalan dengan lancar, maka kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat ditingkatkan untuk menambah dana negara.
UMKM memiliki kontribusi dominan kepada pendapatan pajak negara namun wajib kepatuhan pajak masih rendah (Bayani dan Soedaryono, 2025). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan komponen penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terkini, terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07 persen, atau senilai kurang lebih Rp8.573,89 triliun. Selain itu, sektor UMKM juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, yakni mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, serta berkontribusi terhadap pembentukan investasi domestik sebesar 60,4 persen. Namun , meskipun memiliki peran yang strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak negara dan jumlah wajib pajak yang aktif dalam sektor ini masih tergolong rendah (Damayanti, 2025). 
Setiap tahunnya banyaknya UMKM terus meningkat, terutama pelaku wajib pajak orang pribadi UMKM Kota Samarinda khususnya di Samarinda Ulu. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dipilih karena setiap tahun angka WP OP UMKM terus meningkat. Namun, tingkat untuk patuh wajib pajak orang pribadi UMKM di Samarinda Ulu tidak sebanding dengan peningkatan jumlah WP OP UMKM yang cenderung mengalami penurunan dari 2019-2023. Berikut ini merupakan data tingkat kepatuhan wajib pajak WP OP UMKM yang terdaftar di kota Samarinda Ulu
[bookmark: _Toc211006103][bookmark: _Toc211010269][bookmark: _Toc211431271][bookmark: _Toc213012557][bookmark: _Toc213082023]Tabel 1.1 Tabel Perkembangan WP OP UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu (2019–2023)
	Tahun
	WP OP UMKM yang Terdaftar
	WP OP UMKM yang Aktif
	WP OP UMKM Lapor SPT
	Tingkat Kepatuhan (%)

	2019
	25.005
	3.408
	2.461
	72,2

	2020
	41.529
	4.633
	2.227
	48,1

	2021
	44.332
	7.124
	2.681
	37,6

	2022
	48.012
	10.631
	3.753
	35,3

	2023
	60.751
	15.564
	5.396
	34,7


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu	
Data pada tabel menunjukkan perkembangan WP OP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu selama periode 2019–2023. Jumlah WP OP UMKM terdaftar meningkat setiap tahun, dari 25.005 pada 2019 menjadi 60.751 pada 2023. Demikian pula WP OP UMKM yang aktif dan melaporkan SPT juga mengalami kenaikan, meskipun tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah WP OP UMKM terdaftar. Persentase WP OP UMKM yang patuh cenderung menurun, dari 72,2% di tahun 2019 menjadi hanya 34,7% pada 2023.
Wajib pajak dikatakan patuh, jika mereka menjalani kewajiban pajak dan menggunakan haknya. Kepatuhan berati wajib pajak paham dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang ada dan dapat dinilai dari ketepatan waktu dan keakuratan dalam mengisi formulir pajak, menyetor, dan melaporkan pajak (Anggarwati dan Umaimah, 2025). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran pajak, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
Pemahaman pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan yaitu kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, sebagai pendorong agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya mulai dari menghitung, melaporkan, hingga membayar pajak sesuai ketentuan secara mandiri dan benar (Hufrona dan Rahmawati, 2024). Pemahaman pajak dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui kewajibannya agar dapat patuh pada peraturan perpajakan dan terhindar dari sanksi pajak (Natalia, 2025). Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Mansur et al., 2023; Sososutiksno, 2023; Wijaya, 2022). Namun, pada penelitian lain menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahmawati dan Noor, 2024; Wibowo et al., 2025).
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan sebuah kondisi di mana kewajiban perpajakan dipenuhi dan dilakukan secara sukarela untuk mendukung pembangunan negara. Kesadaran pajak ditunjukkan dengan kesiapan wajib pajak terhadap peristiwa yang mendorong tindakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela (Rameli dan Herijawati, 2025). Wajib pajak yang sadar akan pentingnya bayar pajak cenderung lebih patuh pajak. penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Mulyati, 2021; Nastiti et al., 2023; Siringoringo dan Siringoringo, 2025; Sososutiksno, 2023; Subekti dan Yuliana, 2024; Utami, 2021), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hapsari dan Ramayanti, 2022; Rahmawati dan Noor, 2024; Wibowo et al., 2025).
Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan untuk wajib pajak jika tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi berperan penting dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan hukuman bagi pelanggar aturan, sehingga menumbuhkan disiplin. Kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan mendorong wajib pajak lebih taat pada ketentuan (Antameng, Sondakh, dan Mintalangi 2024). Sanksi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Sanksi sebagai penguat eksternal mendorong pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi perilaku kepatuhan yang konkret. Penerapan sanksi pajak yang tegas dapat menciptakan persepsi risiko terkena sanksi atas ketidakpatuhan, sehingga wajib pajak yang telah memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pajak akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Pada penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Mansur et al., 2023), serta terdapat penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Sososutiksno, 2023; Subekti dan Yuliana, 2024; Utami, 2021). Tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Wijaya, 2022), serta terdapat penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Mulyati, 2021; Nastiti et al., 2023; Siringoringo dan Siringoringo, 2025).
Dari latar belakang yang telah disusun, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.
[bookmark: _Toc213082024]Rumusan Masalah
     Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
3. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
[bookmark: _Toc213082025]Tujuan Penelitian
     Berdasarkan keempat rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis dan menguji pengaruh pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM
3. Menguji peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM
4. Menguji peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM
[bookmark: _Toc213082026]Manfaat Penelitian
     Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini: 
1. Manfaat teoritis
Diharapkan penelitian ini mampu menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan mengenai pemahaman pajak dan kesadaran pajak pelaku usaha UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM dan bagi pelaku usaha UMKM, dapat menjadi refleksi untuk menjadi wajib pajak yang tunduk pada kewajiban pajak.
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Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Heider (1958) yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Wardani, Kurniawan, dan Haryono 2024). 
Proses atribusi melalui beberapa tahapan, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku, keyakinan bahwa perilaku tersebut dilakukan secara sengaja, serta penilaian apakah tindakan tersebut merupakan hasil dorongan pribadi atau tekanan dari luar. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memberikan alasan di balik suatu perilaku, yang kemudian membentuk kesan serta kesimpulan tentang diri sendiri maupun orang lain (Nurrochim, Suryana, dan Pratiwi 2024).
Teori ini sejalan dengan penjabaran penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran pajak. Sementara faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sanksi pajak.
[bookmark: _Toc213082031]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana seseorang mematuhi dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa berusaha menghindarinya. Wajib pajak dianggap berada dalam kondisi kepatuhan apabila mereka siap memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan pendapatan, hingga membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan ini dilakukan secara sukarela, tanpa adanya rasa takut terhadap sanksi atau pemeriksaan yang ekstensif. Dengan demikian, tingkat kepatuhan dapat diukur dari sejauh mana wajib pajak secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai hukum yang berlaku (Itqoni dan Budi, 2025).
Kepatuhan juga dapat dipahami sebagai motivasi individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan, hal ini berarti kepatuhan terhadap perundang-undangan perpajakan. Persepsi wajib pajak memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku patuh, sebab persepsi melibatkan proses menerima, mengorganisasi, dan mengartikan kewajiban pajak sebagai sesuatu yang penting. Kepatuhan wajib pajak tercapai apabila mayoritas wajib pajak secara sukarela melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang, tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Namun, jika tingkat kepatuhan sukarela rendah, maka otoritas pajak perlu melakukan penegakan melalui pemeriksaan maupun sanksi untuk menjaga kepatuhan (Wijaya 2022).
Variabel kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain (1)ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak; (2)ketaatan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, serta; (3)kesadaran wajib pajak terhadap waktu jatuh tempo pembayaran (Mardiasmo 2018). Dalam Siti Karunia Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa dimensi dan indikator. (1)Wajib pajak yang patuh umumnya berusaha untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku; (2)mengisi formulir pajak dengan benar dan lengkap, serta; (3)melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak terutang sesuai peraturan yang telah ditetapkan. 
[bookmark: _Toc213082032]UMKM 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Ketentuan tarif ini berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu, yang berbeda tergantung pada bentuk usaha wajib pajak. Wajib Pajak (WP) orang pribadi diberikan jangka waktu selama 7 tahun, WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma selama 4 tahun, dan WP berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun. Setelah masa penggunaan tarif 0,5% berakhir, wajib pajak akan dikenakan tarif pajak normal sesuai 
Wajib pajak UMKM orang pribadi dengan omzet tertentu mendapatkan fasilitas pembebasan pajak hingga batas penghasilan tertentu, sedangkan UMKM berbentuk badan atau berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omzet melebihi Rp4,8 miliar per tahun tetap dapat menggunakan tarif 0,5% selama periode yang telah ditetapkan. Setelah periode tersebut berakhir, wajib pajak badan dikenai tarif normal sebesar 22% sesuai Pasal 64 huruf b PP No. 55 Tahun 2022.


[bookmark: _Toc213082033]Pemahaman Pajak
Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan, wawasan, dan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan, aturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan mengenai tata cara perpajakan, yang mencakup hak dan kewajiban wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta kewajiban melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemahaman juga mencakup sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem self-assessment. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung besaran pajak terutang, melakukan pembayaran, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Penerapan sistem tersebut menekankan pentingnya kesadaran individu, sebab kepatuhan wajib pajak tercermin dari sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan. Pengetahuan mengenai fungsi pajak juga menjadi bagian penting dari pemahaman perpajakan. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sekaligus berperan sebagai instrumen regulasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi maupun sosial (Wijaya 2022).  
Dalam penelitian Mahfud dan Abdullah (2017) Indikator pemahaman wajib pajak meliputi, (1)kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bentuk identitas dan tanggung jawab perpajakan; (2)pemahaman tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, serta; (3)pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran aturan; (4)pemahaman juga mencakup pengetahuan tentang komponen pajak seperti PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku, serta; (5)pemahaman menyeluruh terhadap peraturan perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban pajak. Indikator pemahaman perpajakan dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mencakup, (1) pemahaman bahwa wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajiban pajaknya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2)memahami hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada status tersebut; (3)Wajib pajak juga perlu mengetahui konsekuensi berupa sanksi perpajakan apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya; (4)pemahaman mencakup pengetahuan tentang komponen pajak seperti PTKP, PKP, dan tarif pajak; (5)pemahaman mengenai dokumen perpajakan seperti SSP, faktur pajak, dan surat pemberitahuan yang wajib mencantumkan NPWP; (6)Wajib pajak juga diharapkan memahami struktur dan makna dari kode dalam NPWP yang terdiri atas 15 digit.
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Kesadaran merupakan aspek dalam diri manusia yang membuat seseorang mampu memahami realitas sekaligus menentukan langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Keadaan ketika individu memiliki kendali penuh atas pengaruh dari dalam maupun luar dirinya juga dapat disebut sebagai bentuk kesadaran. Kesadaran mencakup persepsi dan pemikiran yang mengarahkan fokus perhatian individu terhadap suatu hal (Antameng et al., 2024).
Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi Ketika individu mampu menyadari dan memahami pentingnya membayar pajak kepada negara, beserta fungsi dan tujuannya. Kesadaran tersebut dipandang berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan, kesadaran yang lebih tinggi tentang pemenuhan hak dan kewajiban dapat dimiliki oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan dalam pelaporan serta pembayaran pajak tepat waktu lebih terdorong untuk dilakukan (Mardiasmo 2018). Tingginya tingkat kesadaran mampu menekan terjadinya pelanggaran serta ketidakpatuhan yang akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan perpajakan.
Berdasarkan peneltian (Khuzaimah dan Hermawan, 2018) Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak meliputi (1)pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara; (2)kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan keuangan negara; (3)pemahaman bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang, serta; (4)kesadaran bahwa ketidak sesuaian membayar pajak dapat merugikan negara. Menurut Sari (2017) dalam (Madjodjo dan Baharuddin, 2022), indikator kesadaran perpajakan mencakup beberapa aspek penting, antara lain (1)pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku; (2)pemahaman tentang fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, serta; (3)kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; (4) Kesadaran perpajakan tercermin dari kemauan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela serta melaksanakannya dengan benar dan tepat.
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Variabel moderasi merupakan variabel yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini sering disebut pula sebagai variabel independen tambahan, karena turut mempengaruhi arah dan tingkat hubungan antar variabel utama dalam penelitian (Sugiyono 2017)
Menurut Ghozali (2011), variabel moderasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Homologizer Moderator
variabel yang menguji kekuatan hubungan tanpa berinteraksi dengan variabel independen serta tidak memiliki hubungan signifikan dengan variabel independen maupun dependen.
2. Predictor Moderasi Variable 
variabel moderasi yang berpotensi memengaruhi tingkat kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak berinteraksi secara langsung dengan variabel independen serta tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.
3. Quasi Moderator
variabel yang berhubungan dengan variabel independen dan/atau dependen serta berinteraksi dengan variabel independen, sehingga juga berperan sebagai variabel independen.
4. Pure Moderator
variabel yang tidak berhubungan langsung dengan variabel independen maupun dependen, tetapi berinteraksi dengan variabel independen dalam memengaruhi hubungan keduanya.
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Sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan tidak jujur terkait kewajiban pajak. Dengan demikian, sanksi pajak dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan dari pemerintah, di mana tingkat hukuman yang tegas mampu menumbuhkan kesadaran serta mendorong wajib pajak agar lebih taat terhadap peraturan (Anggarwati 2025). 
Penerapan sanksi memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum, khususnya di bidang perpajakan. Sanksi bertindak sebagai bentuk hukuman bagi pihak yang melanggar aturan dengan tujuan menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. (Antameng et al., 2024). Sebagai variabel moderasi, sanksi pajak berperan memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemahaman dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan, sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh tersebut karena wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan semakin berhati-hati ketika mengetahui adanya konsekuensi atas pelanggaran. Hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan, sanksi pajak dapat berfungsi sebagai penguat karena kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara akan semakin meningkat apabila didukung dengan penerapan sanksi yang tegas.
Menurut Aini dan Fidiana (2017) dalam Inayati dan Fitria (2019), indikator yang digunakan dalam penelitian mereka meliputi beberapa aspek, yaitu bahwa (1)sanksi perpajakan diperlukan untuk menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak; (2)pelaksanaan sanksi harus dilakukan secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, serta; (3)pemberian sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian Khuzaimah dan Hermawan (2018), sanksi pajak dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yaitu (1)adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan; (2)Sanksi  berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak; (3)Sanksi pajak diterapkan secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
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	No.
	NamadanTahun
	Judul
	Hasil Penelitian

	1. 
	(Mulyati 2021)	Factors Affecting Personal Tax Compliance With Sanctions As Moderating Variables
	Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

	2. 
	(Utami 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan

	3. 
	(Hapsari dan Ramayanti, 2022)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
	Kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

	4. 
	(Wijaya 2022)	Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhasap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

	5. 
	(Mansur et al., 2023)	Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions as Moderation
	Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pemahaman peraturan pajak.

	6. 
	(Nastiti et al., 2023)	Gojek Driver Partners in Banjarmasin: Factor Affecting Tax Compliance with Tax Sanctions as a Moderation Variable
	Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mitra driver Gojek di Banjarmasin. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan, 

	7. 
	(Sososutiksno 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Rumah Kos dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
	Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak rumah kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak di Kota Ambon. Sanksi perpajakan tidak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan, tetapi mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak rumah kos.

	8. 
	(Berliani et al., 2024)	Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru
	Pemahaman peraturan perpajakan dan  kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan maupun kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan.

	9. 
	(Lestari dan Lestianti, 2024)	Taxpayer Awareness and Understanding of Tax Regulations on Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as A moderating
	kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan. sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

	10. 
	(Subekti dan Yuliana, 2024)	Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions
	kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak

	11. 
	(Rahmawati dan Noor, 2024)	Factors Affecting the Compliance of MSME Entrepreneurs as Individual Taxpayers
	Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan, tidak berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu

	12. 
	(Siringoringo dan Siringoringo, 2025)	Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran maupun kepatuhan.

	13. 
	(Wibowo et al., 2025)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Kesadaran pajak dan pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM Kota Semarang


Sumber: Data diolah, 2025
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Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini:
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Pemahaman peraturan perpajakan merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak meliputi pengetahuan mengenai tata cara perpajakan (Wijaya 2022). Masyarakat yang paham akan tata cara perpajakan mendorong niat untuk membayar pajak. Dalam teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal dalam diri wajib pajak yang memengaruhi apakah mereka akan patuh atau tidak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak tinggi akan menilai kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pada penelitian sebelumnya, pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman pajak dapat mempengaruhi WP OP UMKM untuk membayar pajak (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Mansur et al., 2023; Sososutiksno, 2023; Wijaya, 2022). 
Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan, maka wajib pajak akan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajiban serta konsekuensi jika melanggar. Pemahaman yang tinggi menumbuhkan niat untuk taat, yang kemudian membentuk sikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Kesadaran wajib merupakan kondisi seseorang mampu menyadari dan memahami pentingnya membayar pajak kepada negara, beserta fungsi dan tujuannya (Mardiasmo 2018). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran pajak adalah faktor internal dalam diri wajib pajak, berupa pemahaman bahwa pajak penting untuk pembangunan dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kesadaran pajak merupakan faktor internal dalam diri wajib pajak yang memengaruhi apakah mereka akan patuh atau tidak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menilai kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi, sehingga lebih taat melaksanakan kewajiban pajak.
Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Berliani et al., 2024; Lestari dan Lestianti, 2024; Mulyati, 2021; Nastiti et al., 2023; Siringoringo dan Siringoringo, 2025; Sososutiksno, 2023; Subekti dan Yuliana, 2024; Utami, 2021). Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran pajak dapat mempengaruhi WPOP UMKM untuk membayar pajak.
Ketika wajib pajak sadar akan tujuan dan manfaat pajak, maka wajib pajak akan memandang kewajiban pajak bukan sekadar beban, melainkan kontribusi untuk kepentingan bersama. Hal ini menumbuhkan sikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menilai pembayaran dan pelaporan pajak sebagai tanggung jawab.  
H2: Kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Sanksi pajak merupakan bentuk pengawasan dan perlindungan dari pemerintah, di mana tingkat hukuman yang tegas mampu menumbuhkan kesadaran serta mendorong wajib pajak agar lebih taat terhadap peraturan (Anggarwati, 2025). Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang diberikan pemerintah untuk mendorong kepatuhan. Wajib pajak yang tidak patuh mungkin akan mengatribusikan perilakunya pada faktor eksternal seperti rendahnya risiko terkena sanksi atau lemahnya pengawasan. Namun, ketika sanksi ditegakkan dengan tegas, wajib pajak cenderung mengatribusikan bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi negatif. Hal ini memaksa perilaku patuh meskipun kesadaran atau pemahaman internal masih rendah. 
Penerapan sanksi yang jelas dan tegas memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan, sebab wajib pajak akan mengatribusikan potensi ketidakpatuhan pada risiko dikenai hukuman. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan, sanksi pajak mampu memoderasi mampu memoderasi pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak (Sososutiksno, 2023; Subekti dan Yuliana, 2024; Utami, 2021). Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pemahaman pajak dengan kepatuhan WPOP UMKM untuk membayar pajak. 
Penerapan sanksi yang tegas memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan. Wajib pajak yang sudah paham aturan akan semakin terdorong untuk patuh, karena menyadari risiko ketidakpatuhan, meski tingkat pemahaman rendah, keberadaan sanksi yang tegas tetap dapat memaksa kepatuhan.
H3: Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Sanksi berperan penting dalam menegakkan kepatuhan wajib karena menjadi hukuman bagi pelanggar aturan sekaligus alat untuk menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan sistem pajak (Antameng et al., 2024). Sanksi pajak termasuk faktor eksternal yang berfungsi sebagai bentuk kontrol agar wajib pajak tetap patuh. Ketika wajib pajak mempertimbangkan risiko terkena sanksi, mereka akan mengatribusikan ketidakpatuhan sebagai tindakan yang membawa konsekuensi negatif dari luar dirinya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerapan sanksi yang tegas dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak, sebab wajib pajak akan mengatribusikan potensi ketidakpatuhan pada risiko hukuman yang merugikan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sososutikno (2023) sanksi pajak mampu memoderasi kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi kesadaran pajak dengan kepatuhan WP OP UMKM untuk membayar pajak. 
Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi menyadari bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban. Dengan adanya sanksi, wajib pajak yang sadar akan lebih konsisten memenuhi kewajiban, karena risiko ketidakpatuhan tidak hanya melanggar tanggung jawab moral, tetapi juga menimbulkan kerugian. Jika sanksi ditegakkan tegas, kesadaran tersebut diperkuat dengan adanya ancaman hukuman sehingga semakin mendorong wajib pajak untuk patuh.
H4: Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan perumusan hipotesis diatas, maka model penelitian ini adalah:
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Sumber: Data diolah, 2025
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 Pemahaman Pajak (X1)
Pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan, wawasan, dan kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan, aturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 indikator variabel (X1) dari gabungan penelitian (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Mahfud dan Abdullah, 2017): 
1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan 
3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan 
4. Pemahaman tentang komponen dan dokumen pajak
Kesadaran Pajak (X2)
Kesadaran pajak merupakan keadaan di mana seseorang menyadari serta memahami betapa pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara, termasuk memahami fungsi dan tujuan dari pajak tersebut. Terdapat 4 indikator variabel (X2) dari gabungan penelitian (Khuzaimah dan Hermawan, 2018; Madjodjo dan Baharuddin, 2022): 
1. Pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara
2. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Kesadaran bahwa penundaan atau ketidaktepatan dalam membayar pajak dapat merugikan keuangan negara
4. Kemauan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela dan benar
[bookmark: _Toc213082057]Variabel Dependen (Y)
3.1.1. 
 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Kepatuhan wajib pajak UMKM  adalah kondisi ketika pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjalankan usahanya secara sadar mematuhi serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa berusaha untuk menghindarinya. Terdapat 4 indikator variabel (Y) (Mardiasmo 2018; Rahayu 2010) yaitu: 
1. Ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak
2. Ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku
3. Kemampuan wajib pajak mengisi dan menyampaikan formulir pajak dengan benar dan lengkap
4. Kesadaran dan upaya wajib pajak untuk membayar pajak terutang sesuai dengan jumlah yang seharusnya



[bookmark: _Toc213082058]Variabel Moderasi (M)
3.1.2. 
3.1.2.1. 
3.1.2.2. 
3.1.2.3. 
 Sanksi Pajak (M)
Sanksi pajak merupakan instrumen pengawasan sekaligus perlindungan dari pemerintah, yang dengan penerapan hukuman tegas dapat meningkatkan wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Terdapat 4 Indikator variabel (Y) dari gabungan penelitian (Inayati dan Fitria, 2019; Khuzaimah dan Hermawan, 2018) yaitu: 
1. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Sanksi perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi pajak berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. 
4. Pemberian sanksi dilakukan secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.
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Populasi dalam penelitian ini Adalah Wajib pajak orang pribadi UMKM UMKM yang aktif di KPP Samarinda Ulu.  Jumlah populasi dalam penelitian Adalah 15.564. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan: (1) responden merupakan wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu, dan (2) responden telah memiliki NPWP. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.


Keterangan :
N :Total populasi
n:Total Sample
e: Tingkat kesalahan(10%)
Berdasarkan rumus diatas, sampel yang terdapat pada penelitian ini dibulatkan menjadi minimal 100 Sampel.
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Data kuantitatif merupakan jenis data pada penelitian ini yaitu yang berupa data angka. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari data primer. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu. Data primer yaitu data yang diambil dan didapatkan langsung dari responden yang bersedia dan memenuhi kriteria populasi penelitian.
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Sebagai metode untuk mengumpulkan data, Penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban atau tanggapan dari responden (Sugiyono 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian, yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara, yaitu mendatangi langsung pelaku UMKM serta melalui media daring yang tersedia di wilayah Samarinda Ulu.
[bookmark: _Toc213082062]Pengukuran Indikator
Dalam penelitian ini, pengukuran setiap indikator variabel dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5. Skala ini digunakan untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Nilai 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju, sedangkan nilai 5 menunjukkan sangat setuju, yakni: 
Angka 1 : sangat tidak setuju (STS) 
Angka 2 : Tidak Setuju (TS) 
Angka 3 : Kurang Setuju (S) 
Angka 4 : Setuju (S)
Angka 5 : Sangat Setuju (SS)
[bookmark: _Toc213082063] Alat Analisis Data
Partial Least Squares (PLS) dipakai sebagai alat analisis data dalam penelitian ini, yaitu pendekatan alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis varians. SEM sendiri menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor sebagai metode untuk mengevaluasi serta mengestimasi hubungan kausal (Ghozali 2021). Tujuan dari Partial Least Squares Path Modeling (PLS-SEM) adalah menguji adanya hubungan atau pengaruh antar konstruk dalam rangka menilai hubungan prediktif. Pada penelitian ini, digunakan software SmartPLS 4 untuk menganalisis baik pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y maupun pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z.
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Pilot test dilakukan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen agar sesuai dengan tujuan penelitian serta mudah dipahami responden. Uji coba ini melibatkan sekitar 30 orang dari Mahasiswa/I Universitas Mulawarman S1-Akuntansi 2022 sebagai persiapan sebelum penelitian utama. Dalam pendekatan PLS-SEM, pengujian kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. 
Uji validitas mencakup validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai loading factor dan average variance extracted (AVE), dengan kriteria loading factor lebih besar dari 0,70 dan AVE lebih besar dari 0,50. Validitas diskriminan diuji dengan menggunakan pendekatan akar kuadrat AVE, di mana nilai akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk harus lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk laten.
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	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Pemahaman Pajak
	PM1
	0.718
	Valid

	
	PM2
	0.86
	Valid

	
	PM3
	0.74
	Valid

	
	PM4
	0.755
	Valid

	Kesadaran Pajak
	KP1
	0.759
	Valid

	
	KP2
	0.717
	Valid

	
	KP3
	0.758
	Valid

	
	KP4
	0.775
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak
	KWP1
	0.824
	Valid

	
	KWP2
	0.803
	Valid

	
	KWP3
	0.918
	Valid

	
	KWP4
	0.83
	Valid

	Sanksi Pajak
	SP1
	0.788
	Valid

	
	SP2
	0.853
	Valid

	
	SP3
	0.856
	Valid

	
	SP4
	0.803
	Valid


Sumber: Olah data (2025)
Dari tabel 3.1. diatas menunjukan indikator model muatan (loading) dengan dengan nilai loading factor lebih besar dari 0,70 yang artinya konstruk dapat diterima.
[bookmark: _Toc213012605][bookmark: _Toc213082071]Tabel 3.2. Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel 
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pemahaman Pajak (X1)
	0.593
	Valid

	Kesadaran Pajak (X2)
	0.567
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.714
	Valid

	Sanksi Pajak (M)
	0.682
	Valid


Sumber: Olah data (2025)
Dari tabel 3.2. diatas nilai Average Variance Extracted lebih besar dari 0,50 yang artinya valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE. 
[bookmark: _Toc213012606][bookmark: _Toc213082072]Tabel 3.3. Hasil Cross Loadings
	 
	KP
	KWP
	PM
	SP
	SP x PM
	SP x KP

	KP1
	0.759
	0.472
	0.542
	0.639
	-0.3
	-0.449

	KP2
	0.717
	0.447
	0.474
	0.519
	-0.116
	-0.168

	KP3
	0.758
	0.391
	0.487
	0.726
	-0.201
	-0.269

	KP4
	0.775
	0.65
	0.652
	0.588
	-0.097
	-0.278

	KWP1
	0.496
	0.824
	0.539
	0.523
	-0.101
	-0.31

	KWP2
	0.455
	0.803
	0.646
	0.394
	0.013
	-0.195

	KWP3
	0.657
	0.918
	0.7
	0.411
	-0.05
	-0.147

	KWP4
	0.656
	0.83
	0.451
	0.471
	-0.019
	-0.125

	PM1
	0.416
	0.535
	0.718
	0.438
	-0.074
	-0.197

	PM2
	0.61
	0.483
	0.86
	0.474
	0.002
	-0.066

	PM3
	0.625
	0.528
	0.74
	0.558
	-0.236
	-0.203

	PM4
	0.592
	0.585
	0.755
	0.5
	0.089
	-0.126

	SP1
	0.704
	0.363
	0.52
	0.788
	-0.123
	-0.271

	SP2
	0.713
	0.361
	0.506
	0.853
	-0.165
	-0.35

	SP3
	0.663
	0.574
	0.627
	0.856
	-0.061
	-0.154

	SP4
	0.617
	0.359
	0.426
	0.803
	-0.174
	-0.394

	SP x KP
	-0.387
	-0.222
	-0.194
	-0.331
	0.896
	1

	SP x PM
	-0.226
	-0.045
	-0.068
	-0.147
	1
	0.896


Sumber: Olah data (2025)
Dari tabel 3.3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan variabel laten dengan indikator lebih besar dibandingkan ukuran variabel latennya, dengan hal ini tidak ada masalah validitas diskriminan dalam analisis cross loadings.
Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan konsistensi instrumen dalam mengukur konstruk penelitian. Reliabilitas dapat dilihat melalui nilai composite reliability, dengan ketentuan nilai yang diperoleh harus lebih besar dari 0,70. Selain itu, reliabilitas juga dapat diperkuat dengan pengukuran menggunakan Cronbach’s alpha, di mana konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai alpha di atas 0,60.
[bookmark: _Toc213012607][bookmark: _Toc213082073]Tabel 3.4. Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha
	Variabel 
	Composite Reliability
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	
	
	
	
	

	Pemahaman Pajak (X1)
	0.767
	0.769
	Realibel
	

	Kesadaran Pajak (X2)
	0.769
	0.751
	Realibel
	

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0.885
	0.866
	Realibel
	

	Sanksi Pajak (M)
	0.893
	0.848
	Realibel
	


Sumber: Olah data (2025)
Dari tabel 3.4. diatas diketahui bahwa hasil composite reliability untuk semua struktur bernilai lebih dari 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab pertanyaan secara konsisten, sehingga dapat disimpulkan semua komponen memiliki reliabilitas tinggi. Demikian pula, Cronbach's alpha lebih dari 0,60 untuk semua komponen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sangat reliabel.


[bookmark: _Toc213082074]Model Pengukuran (Outer Model)
Outer Model menghubungkan indikator dengan variabel laten serta digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model.
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3.6.1. 
3.6.2. 
 Uji Validitas
Uji validitas bertujuan menilai sejauh mana suatu instrumen survei benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu pertanyaan dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan variabel yang ingin diukur dalam penelitian (Ghozali 2021). Validitas konstruk terdiri atas dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.
Validitas konvergen menekankan bahwa indikator suatu konstruk harus memiliki nilai yang tinggi. Pengujiannya dilakukan dengan memperhatikan nilai loading factor yang idealnya melebihi 0,70, serta nilai Average Variance Extracted (AVE) yang sebaiknya lebih besar dari 0,50. Sementara itu, validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE terhadap korelasi antar konstruk laten, di mana suatu konstruk dinyatakan valid apabila akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk tersebut.
 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana kuesioner dapat berfungsi sebagai indikator variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap butir pertanyaan menunjukkan konsistensi. Dalam penelitian ini, metode Cronbach’s Alpha dipilih karena sesuai digunakan pada instrumen dengan skala. Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas, dengan ketentuan bahwa nilai composite reliability harus melebihi 0,70 sebagai indikator umum keandalan konstruk. Selain itu, reliabilitas juga dapat diperkuat melalui nilai Cronbach’s Alpha, di mana suatu variabel dianggap reliabel apabila memiliki nilai lebih besar dari 0,60 (Ghozali 2021).
[bookmark: _Toc213082075]Model Struktural (Inner Model)
Inner model penelitian ini dievaluasi melalui dua komponen utama, yaitu nilai R-Square dan analisis jalur (path analysis).
3.6.3. 
 R-Square
Nilai R-Square (R²) digunakan untuk menilai kemampuan prediktif dari model yang diuji. Semakin tinggi nilai R², semakin baik pula model tersebut dalam menjelaskan variabel yang diteliti. Secara umum, kriteria penilaian R² dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebesar 0,75 yang menunjukkan model dengan tingkat prediksi kuat, 0,50 yang menunjukkan model dengan tingkat prediksi sedang, dan 0,25 yang menunjukkan model dengan tingkat prediksi lemah.
 Path Analysis
Analisis jalur (path analysis) atau estimasi koefisien jalur digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel dalam model struktural, di mana hubungan tersebut harus bersifat signifikan. Tingkat signifikansi tersebut diperoleh melalui prosedur bootstrapping.
[bookmark: _Toc213082076]Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis full model Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. SEM tidak hanya berfungsi untuk membuktikan teori dan model persamaan struktural, tetapi juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali 2021). Tujuan utama dari pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berkontribusi dalam menjelaskan variabel dependen serta menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.
Pada rule of thumb, kriteria penilaian dilakukan dengan melihat nilai path coefficient dan tingkat signifikansi. Hipotesis dinyatakan diterima apabila koefisien jalur bernilai positif dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (5%). Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila koefisien jalur bernilai negatif atau nilai p-value melebihi 0,05 (Ghozali 2021).
3.6.4. 
 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Pada penelitian ini, interaksi dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Metode ini digunakan untuk menilai sejauh mana variabel moderasi memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis dilakukan melalui pembentukan persamaan regresi moderasi, yang melibatkan efek interaksi dari hasil perkalian antara dua atau lebih variabel independent (Ghozali 2021).
Kriteria signifikansi variabel moderasi ditentukan berdasarkan nilai p-value. Apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka variabel moderasi dinyatakan signifikan, yang berarti variabel tersebut berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka variabel moderasi dianggap tidak signifikan, sehingga tidak memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen. 
Jenis variabel moderasi dapat ditentukan berdasarkan hasil uji signifikansi. Apabila variabel moderasi tidak signifikan (p-value > 0,05), namun interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi signifikan (p-value < 0,05), maka kondisi tersebut menunjukkan adanya moderasi murni, di mana variabel moderasi hanya berfungsi memoderasi tanpa bertindak sebagai variabel independen. Selanjutnya, jika variabel moderasi signifikan (p-value < 0,05) dan interaksi antara variabel independen serta variabel moderasi juga signifikan (p-value < 0,05), maka terbentuk moderasi semu, yaitu variabel yang berperan ganda sebagai variabel moderasi sekaligus variabel independen.
Jika variabel moderasi signifikan (p-value < 0,05), namun hasil interaksi dengan variabel independen tidak signifikan (p-value > 0,05), maka hal tersebut menunjukkan adanya moderasi prediktor, di mana variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel independen. Sebaliknya, ketika variabel moderasi tidak signifikan (p-value > 0,05) dan interaksinya dengan variabel independen juga tidak signifikan (p-value > 0,05), maka yang terjadi adalah moderasi potensial. Dalam kondisi ini, variabel tersebut belum berfungsi sebagai moderator, namun memiliki potensi untuk menjadi variabel moderasi.



[bookmark: _Toc213082077]DAFTAR PUSTAKA
Anggarwati, Firda. 2025. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi 9(1):3415–33.
Anggarwati, Firda, dan Umaimah Umaimah. 2025. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 9(1):3415–33.
Antameng, Elfira, Jullie J. Sondakh, dan Syermi Mintalangi. 2024. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi 2(2):344–58.
Bayani, Nur, dan Bambang Soedaryono. 2025. “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Thamrin City.” Jurnal Ekonomi Trisakti 5(1):293–300.
Berliani, Mitha Febri, Annie Mustika Putri, dan Dian Puji Puspita Sari. 2024. “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.” Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi 10(2):161–78.
Damayanti, Dewi. 2025. “UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak .”
Ghozali, Imam. 2011. “Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS 19, semarang.” Badan Penerbit Undip.
Ghozali, Imam. 2021. “Partial least squares: konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.2. 9 untuk penelitian empiris.”
Hapsari, Anindita Rizki, dan Rizka Ramayanti. 2022. “Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.” IKRAITH-EKONOMIKA 5(2):16–24.
Hardiningsih, Pancawati, dan Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.” Dinamika keuangan dan Perbankan 3(1):126–42.
Hufrona, Ananda Fauziah Mawaddah, dan Mia Ika Rahmawati. 2024. “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 13(12).
Inayati, Elryca Khoiril, dan Astri Fitria. 2019. “Pengaruh kondisi keuangan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) 8(12).
Itqoni, Ihsan, dan Yoseph Agus Bagus Budi. 2025. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” Jurnal Ekonomi Trisakti 5(1):583–96.
Khuzaimah, Ninik, dan Sigit Hermawan. 2018. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax) 1(1):36–48.
Lestari, Putri Dwi Puji, dan Syafira Surya Lestianti. 2024. “Taxpayer Awareness And Understanding Of Tax Regulations On Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A moderating.” Journal of Management and Digital Business 1(1):28–40.
Madjodjo, Farid, dan Ilfan Baharuddin. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” Gorontalo Accounting Journal 5(1):50–67.
Mahfud, Muhammad Arfan, dan Syukriy Abdullah. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh).” Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 6(2).
Mansur, Fitrini, Riski Hernando, dan Eko Prasetyo. 2023. “Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation: English.” Jurnal akuntansi 27(1):136–56.
Mardiasmo, Mardiasmo. 2018. “Perpajakan Edisi Terbaru 2018.” Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mulyati, Sri. 2021. “Factors Affecting Personal Tax Compliance With Sanctions As Moderating Variables.” The Journal of Accounting and Management 11(2).
Nastiti, Rizky, Saifhul Anuar Syahdan, Cherrya Chairunnisa Maulidya Fauzi, Gemi Ruwanti, dan Antung Noor Asiah. 2023. “Gojek Driver Partners in Banjarmasin: Factor Affecting Tax Compliance with Tax Sanctions as a Moderation Variable.” International Journal of Trends in Accounting Research 4(1):29–39.
Natalia, Shinta. 2025. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang.” Prosiding: Ekonomi dan Bisnis 5(1).
Nurrochim, Muhammad Abdul, Alean Kistiani Hegy Suryana, dan Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi. 2024. “Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wpop Periode 2019-2023 (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Boyolali).” EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi 12(2):338–47.
Presiden Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010a. “Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal.” Yogyakarta: Graha Ilmu 123.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010b. “Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal.” Yogyakarta: Graha Ilmu 123.
Rahmawati, Septia, dan Aspyan Noor. 2024. “Factors Affecting the Compliance of MSME Entrepreneurs as Individual Taxpayers.” INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen 20(4):773–79.
Rameli, Laura, dan Etty Herijawati. 2025. “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group).” Global Accounting 4(1).
Siringoringo, Molkend, dan Whereson Siringoringo. 2025. “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi.” Akuntansi dan Manajemen 20(1):45–58.
Sososutiksno, Christina. 2023. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Rumah Kos dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” Lentera Akuntansi 8(2):115–20.
Subekti, Khalisah Visiana, dan Yuliana Yuliana. 2024. “Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions.” Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 8(1):470–82.
Sugiyono, Prof Dr. 2017. “Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D.” Penerbit CV. Alfabeta: Bandung 225(87):48–61.
Sugiyono, Sugiyono. 2016. “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D.” Bandung: Alfabeta 1(11).
Utami, Ayu Wandika Putri. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” Indonesian Journal of Intellectual Publication 2(1):36–43.
Wardani, Siti, Rudy Kurniawan, dan Haryono Haryono. 2024. “Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak.” JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan) 11(1):183–97.
Wibowo, Luhur Hendrawan, Melisa Anggraini Anggraini, dan Tiara Rani Santoso. 2025. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 8(1):111–24.
Wijaya, Aji Kusuma. 2022. “Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Media Bina Ilmiah 17(5):1001–12.
 












[bookmark: _Toc213082078]LAMPIRAN


[bookmark: _Toc211010321][bookmark: _Toc211431323][bookmark: _Toc213012613][bookmark: _Toc213082079]Lampiran 1. Kuisioner Penelitian
KUISIONER PENELITIAN
PERAN SANKSI PAJAK DALAM MEMODERASI PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
1. Identitas Responden
Isikan data identitas Bapak/Ibu pada pertanyaan-pertanyaan berikut:
· Nama Wajib Pajak:
· Alamat usaha:  
· Jenis Kelamin:
	
	Laki-Laki



	
	Perempuan


· Pendidikan Terakhir
	
	Pendidikan dasar (SD/SMP)



	
	Pendidikan Menengah (SMA/MA dan SMK/MAK)



	
	Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor)



· Alamat Usaha:
· Jenis Usaha: 
· Lama Usaha:
2. Petunjuk Pengisian
Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i dimohonkan untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan/pengetahuan yang sebenarnya dengan cara memberikan tanda centang (√) pada salah satu angka yang tertera 1-5, dengan penjelasan sebagai berikut:
Angka 1 : sangat tidak setuju (STS) 
Angka 2 : Tidak Setuju (TS) 
Angka 3 : Kurang Setuju (S) 
Angka 4 : Setuju (S)
Angka 5 : Sangat Setuju (SS)




3. Pertanyaan
Variabel Pemahaman Pajak (X1)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Saya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memahami fungsinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Saya memahami dengan baik hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Saya memahami bahwa pelanggaran terhadap peraturan pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Saya memahami komponen dan dokumen yang diperlukan dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.
	 
	 
	 
	 
	 



Variabel Kesadaran Pajak (X2)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam mendukung pembangunan negara.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Saya menyadari bahwa pajak diatur berdasarkan undang-undang dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Saya menyadari bahwa menunda atau tidak membayar pajak tepat waktu dapat merugikan keuangan negara.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Saya memiliki kemauan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela dan benar tanpa paksaan.
	 
	 
	 
	 
	 



 Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Saya selalu membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Saya selalu menaati seluruh ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Saya mengisi dan menyampaikan formulir pajak dengan benar dan lengkap.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Saya berupaya untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya tanpa menguranginya.
	 
	 
	 
	 
	 


Variabel Sanksi Pajak (M)
	No
	Pernyataan
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Saya setuju bahwa sanksi perpajakan diperlukan untuk menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Saya percaya bahwa sanksi perpajakan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Saya menilai bahwa sanksi pajak berfungsi tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Saya setuju bahwa pemberian sanksi pajak harus dilakukan secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
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